SALINAN

PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON-TUNAI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang :

Mengingat :

—

KABUPATEN REMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG,

bahwa implementasi transaksi non-tunai perlu dilaporkan
ke Gubernur;

bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2018
tentang Sistem Pembayaran Non-Tunai Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Rembang, belum mengatur tentang laporan
sehingga perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang
Nomor 43 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non-
Tunai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik
Indonedia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006
Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 61);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);

Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan
Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017
Nomor 28);

Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2018 tentang
Sistem Pembayaran Non-Tunai Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018
Nomor 44);


http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2006/6TAHUN2006PP.htm

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI REMBANG NONOR 43 TAHUN 2018
TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON-TUNAI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor
43 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non-tunai Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun
2018 Nomor 44) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 huruf a dihapus sehingga Pasal 6
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Ketentuan pembayaran dengan menggunakan sistem

pembayaran non-tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal

S dapat dikecualikan untuk jenis pembayaran belanja

daerah sebagai berikut :

a. dihapus;

b. belanja uang saku peserta dalam rangka
seminar/workshop/sosialisasi dan sejenisnya;

c. belanja honorarium harian tukang dalam rangka
pemeliharaan;

d. belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan;

e. belanja pengadaan barang/jasa untuk keperluan
penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana
alam;

f. belanja bahan bakar dalam rangka pelaksanaan
perjalanan dinas;

g. belanja pemeliharaan kendaraan dinas yang mengalami
kerusakan saat digunakan dalam perjalanan dinas; dan

h. pembayaran kepada penyedia barang/jasa dalam rangka
pengadaan barang/jasa dengan nominal paling tinggi
sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni
Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

(1) Perjalanan dinas dibayarkan secara non-tunai oleh
bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran
pembantu kepada penyedia untuk biaya tiket dan/atau
akomodasi dan ke pejabat/atau pegawai pelaksana
perjalanan dinas untuk uang harian.



(2)

Dalam hal secara teknis bendahara pengeluaran atau bendahara
pengeluaran pembantu tidak dapat membayarankan uang tiket
dan/atau akomodasi secara non-tunai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran
pembantu membayarkan uang tiket dan/atau akomodasi kepada
pejabat/atau pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas secara non-
tunai.

pejabat/atau  pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membayar uang tiket dan/atau
akomodasi kepada penyedia secara non-tunai dengan menunjukan
bukti pembayaran.

3. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIA, dan di
antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal di dalam BAB VIA
yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

BAB VIA
LAPORAN
Pasal 9A

Bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran membuat laporan
perkembangan pelaksanaan pembayaran non-tunai bulanan.

Laporan perkembangan pelaksanaan pembayaran non-tunai bulanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 10

Pejabat pengelola keuangan pada Perangkat Daerah yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi
administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a. teguran lisan; dan/atau
b. teguran tertulis.

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati setelah mendapat

rekomendasi dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 17 Desember 2019

BUPATI REMBANG,

ttd
ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 17 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 56







